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Abstract
A husband and wife mostly want to have children, but not all are able to get children. They made various efforts, including making a surrogate mother contract with a woman to implant the husband and wife's seed in the woman's uterus, then the woman was asked to become pregnant, give birth and then give the child to the husband and wife, with a certain reward. The process of a surrogate mother contract in Indonesia is legally prohibited, but there are some who do it illegally. This paper examines the legal aspects of the implementation of the a surrogate mother contract in Indonesia and how legal protection for children who have been born from the contract lease. In conclusion 1) the implementation of surrogate mother contract in Indonesia is contrary to statutory regulations, morality and public order, so the legal result is that the agreement is null and void; 2) a child who is born has two possibilities, namely as a legal child if born by a married woman and is not denied by her husband, or as an out-of-wedlock child if the pregnant woman is a single woman / married woman but her husband denies her child. Children either as legitimate children or children outside of marriage, children still get legal protection, namely having rights as children as regulated in the marriage law and the law on child protection.
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Abstrak
Sepasang suami istri sebagian besar ingin memiliki keturunan, akan tetapi tidak semua apat memperoleh keturunan. Mereka melakukan barbagai upaya antara lain melakukan  perjanjian sewa rahim seorang wanita untuk menanamkan benih suami istritersebut di rahim wanita tersebut, kemudian wanita tersebut diminta mengandung, melahirkan kemudian akan menyerahkan anak tersebut kepada suami istri tersebut, dengan diberi suatu imbalan tertentu. Proses sewa Rahim tersebut di Indonesia secara hukum dilarang, akan tetapi ada sebagian yang melakukan secara ilegal. Tulisan ini mengkaji tentang aspek hukum pelaksaan perjanjian sewa Rahim di Indonesia dan bagaimana perlidungan hukum bagi anak yang sudah dilahirkan dari hasil sewa Rahim. Kesimpulannya 1) pelaksanaan perjanjian sewa Rahim di Indonesia adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka berakibat hukum perjanjian itu batal demi hukum; 2) anak yang dilahirkan memiliki dua kemungkinan, yaitu sebagai anak sah jika dilahirkan oleh wanita yang bersuami dan tidak disangkal oleh suaminya, atau sebagai anak luar kawin jika yang mengandung adalah wanita lajang/ wanita bersuami tetapi anaknya di sangkal oleh suaminya. Anak baik sebagai anak sah atau anak luar kawin , anak tetap mendapatkan perlindungan hukum, yakni memiliki hak-hak sebagai anak sebagaimana di atur dalam undang-undang perkawinan maupun undang-undang  perlindungan anak.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak,  Perjanjian Sewa Rahim
1. Latar Belakang :
Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai mahluk sosial dan tidak akan dapat hidup sendiri akan tetapi memerlukan kehadiran manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Manusia melakukan berbagai hubungan antara satu sama lain, antara lain dapat berupa hubungan social atau hubungan hukum. Hubungan hukum salah satu contohnya adalah melakukan perkawinan. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah meneruskan keturunan, oleh karena itu sepasang suami istri sebagian besar ingin memiliki keturunannya. Akan tetapi tidak semua pasangan suami istri cepat memperoleh keturunan. Barbagai upaya dilakukan agar mereka bisa mendapatkan keturunan dari darah daging sendiri. Berbagai upaya dilakukan oleh suami istri tersebut dengan jalan antara lain; melakukan upaya penyuburan, melakukan upaya bayi tabung, atau mereka mennyewa Rahim seorang wanita yakni dengan melakukan perjanjian sewa rahim untuk menanamkan sperma dari suami, dan ovum dari istri pada rahim wanita tsb, kemudian wanita tersebut akan mengandung dan melahirkan dan berjanji akan menyerahkan anak tersebut kepada suami istri pemilik benih tersebut, dengan peberian suatu imbalan tertentu. 
Pelaksanaan perjanjian sewa Rahim tersebut di Indonesia 1) secara hukum dilarang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan : yaitu UU nomor 32/1992, yang diperbaharui dg UU no 32/2009 tentang kesehatan Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 82 ayat (2) dan  S K Dirjen Yan Medik Depkes RI tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di RS; 2) bertentangan dengan kesusilaan yaitu masih bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, antara nilai-nilai agama islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia yang memandang ada unsur Zina; 3) bertentangan dengan ketertiban umum yakni apabila seorang wanita apalagi masih gadis/janda hamil tanpa ada suaminya hal tersebut menyebabkan terganggunya ketertiban umum dimasyarakat.
Perjanjian sewa rahim yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan ketertiban umum mengakibatkan perjanjian sewa Rahim tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yaitu  syarat yang ke empat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu  bertentangan dengan sebab yang halal. Pasal 1337 KUH Perdata  menyatakan “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Udang-undang, atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”
Meskipun perjanjian sewa Rahim terlarang akan tetapi ada sebagian yang melakukan secara sembunyi-sembunyi, ada sebagian perjanjian itu berjalan sesuai dengan tujuannya, akan tetapi ada beberapa ibu yang menyewakan Rahim yang tidak mau menyerahkan anak yang sudah dilahirkannya, sehingga menjadi rebutan, oleh karena perjanjian sewa Rahim adalah batal demi hukum, sehingga dianggap tidak pernah ada perjanjian, sehingga wanita yang melahirkan dari perjanjian sewa Rahim jika tidak mau menyerahkan anaknya tidak dapat dianggap wanprestasi.

Anak yang dilahirkan memiliki 2 kemungkinan status, yakni kemungkinan pertama menjadi anak yang sah jika yang melahirkan terikat perkawinan dengan seorang laki-laki, kemungkinan kedua adalah menjadi anak luar kawin jika suami dari perempauan tersebut menyangkalnya dengan pembuktian, atau jika wanita tersebut adalah gadis atau janda.

Anak sebagai mahluk Ciptaan Tuhan meskipun dilahirkan dari hasil perjanjian sewa Rahim tetap patut mendapatkan perlindungan hukum, yakni mendapatkan hak-haknya yang di ataur dalam peraturan perundang-undangan.

.

 II. Permasalahan :

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini antara lain :

1. Bagaimana aspek hukum pelaksaan perjanjian sewa Rahim di Indonesia ?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang  dilahirkan dari hasil sewa Rahim?
III. Metode Penelitian :
Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah. 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan deskripsi atau mengambarkan pengaturan tentang aspek hukum pelaksanaan perjanjian sewa Rahim dan perlindungan hukum anak yang lahir dari hasil perjanjian sewa Rahim.
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen yang terdiri dari bahan-bahan  hukum dan alat penelitian yang dipergunakan dalam  studi dokumen dilakukan dengan penelusuran literatur kepustakaan. Analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif .
III. Pembahasan :

A. Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim 

KUH Perdata mengatur tentang Perjanjian yakni  diatur dalam Pasal 1313 yang menyatakan perjanjian adalah perbuatan yang mana satu orang/lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lebih. Dari peristiwa ini timbulah akibat hukum antara dua orang/lebih yang disebut perikatan, yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak

Perjanjian harus  secara syah, yaitu telah memunuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata antara lain : Kesepakatan dalam perjanjian dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak/freedom of contract (Pasal 1338 KUH Perdata), bebas dalam memberi kesepakatan berarti tidak ada paksaan, penipuan, kekhilafan maupun penyalahgunaan keadaan. Bebas tidak melakukan perjanjian, dan jika para pihak sepakat melakukan perjanjian maka pihak bebas membuat isi dari kontrak sesuai dengan kepentingan yang dikehendaki para pihak. Kebebasan dalam menentukan isi perjanjian tersebut menurut Pasal 1337 KUH Perdata dibatasi dengan ketentuan “harus memiliki sebab yang halal “ yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang,  ketertiban umum dan kesusilaan. 
Masing-masing para pihak dalam perjanjian harus cakap secara hukum, yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum di lapangan hukum perdata, dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya, antara lain orang yang sudah dewasa, tidak di bawah pemgampuan dan orang yang oleh undang-undang dianggap cakap.

Obyek dalam sebuah perjanjian juga mutlak harus ada, kalo tidak ada obyeknya berarti tidak ada perjanjian dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. 

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak dan wajib ditaati (asas Pacta Sun servansda). Perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan oleh para pihak yakni para pihak dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan untuk mencapai tujuan dari perjanjian tersebut. 
Suatu perjanjian jika tidak ditaati oleh salah satu pihak disebut Wanprestasi atau disebut cidera janji yaitu suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian (non performance) rupa sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdarkan kontrak yang telah disepakati bersama.

Pada wanprestasi seseorang  tidak memenuhi prestasinya karena adanya kesalahan yang disebabkan adanya kelalaian atau kesengajaan, jenis wanprestasi antara lain tidak dapat melaksanakan prestasinya sama sekali, terlambat memenuhi prestasi atau tidak berprestasi sebagaimana mestinya dari bentuk prestasi antara lain memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
Akibat Hukum dari wanprestasi adalah pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian karena wanprestasi dapat dituntut untuk memenuhi perjanjian, harus bertanggung jawab menggati kerugian, benda yang menjadi obyek perjanjian sejak tidak dipenuhi perjanjian menjadi tanggung jawabnya serta  dapat juga  dituntut pembatalan perjanjian.
Untuk mengetahui keabsahan Perjanjian sewa Rahim dapat dianalisis menggunakan konsep dan asas hukum perjanjian di atas, yakni dianalisis menggunakan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata yaitu:  1) harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak; 2) masing-masing pihak harus cakap secara hukum; 3) harus ada obyeknya dan 4) harus mempunyai sebab yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Ditinjau dari aspek kesepakatan perjanjian sewa Rahim biasanya sudah ada kesepakatan antara suami istri pemilik benih dengan wanita yang akan di sewa rahimnya, mereka sepakat akan menyewa rahimnya untuk menyemaikan benih suami istri agar terjadi kehamilan dan melahirkan anak dari benih suami istri dan akan menyerahkan anak tersebut dengan disertai imbalan yang tidak sedikit.

Ditinjau dari aspek kecakapan, kedua belah pihak pasti sama-sama sudah dewasa, suami istri yang sudah menikah dianggap sudah dewasa, dan wanita yang dipilih yang akan disewa rahimnya tentunya dipilih yang sudah dewasa dan siap untuk hamil dan melahirkan. Disamping sudah dewasa juga pasti yang sehat mentalnya agar anaknya lahir dengan selamat dan sehat secara jasmani maupun mentalnya.

Ditinjau dari aspek obyeknya jelas ada obyeknya dari perjanjian sewa Rahim yakni adalah menitipkan dengan upah benih di Rahim, mengandungnya dan melahirkannya. Jadi sayarat kesepakatan, kecakapan dan obyeknya tidak ada masalah. 

Ditinjau  syarat yang ke empat yaitu harus bersebab yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang, keteriban umum dan kesusilaan), maka dapat dianalisis sebagai berikut, ada beberapa peraturan perundangan yang tidak memperbolehkan melakukan perjanjian sewa Rahim (surrogate mother) antara lain :

1. Undang-undang nomor 32/1992, yg diperbaharui dg UU no 32/2009 tentang Kesehatan :
1).Pasal 16 (1) Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan. 
                                    (2) Upaya kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan : 
                          a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, 
                              ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal; 
                          b. dilakukan oleh tenaga keschatan yang mempunyai keahlian dan 
                               kewenangan untuk itu; 
                          c. pada sarana kesehatan tertentu. 
                     (3) Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  
       2) Pasal 82    ayat (2) Barang siapa dengan sengaja : a. melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); b…….;c………..;d…..
                                          dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
1. S K Dirjen Yan Medik Depkes RI tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di RS, terdapat 10 pedoman: c) Dilarang melakukan surrogacy dalam bentuk apa pun

Perjanjian sewa Rahim juga bertentangan dengan kesusilaan karena bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat, ada anggapan bahwa jika seorang yang hamil tanpa suami adalah perempuan bukan yang baik-baik (dalam hal yang menyewakan rahim adalah masih gadis/janda), masyarakat memilikimpandangan bahwa wanita tersebut telah melakukan zina sebagai tindakan yang asusila. 

Adanya perzinaan dikuatkan oleh norma dalam agama islam, di dalam agama islam perjanian sewa Rahim dilarang karena dianggap ada unsur perzinahan, karena memasukkan sperma laki laki kedalam Rahim seorang perempuan yang bukan muhrimya. Hal ini juga akan mengaburkan nasab dari anak yang dilahirkannya. Berdasar alas an tersebut telah dikeluarkan fatwa MUI pada tanggal 26 mei 2006 yang menyatakan bahwa “Praktik transfer embrio ke rahim titipan difatwakan haram”
Seseorang yang hamil tanpa suami apabila tinggal diperkampungan dapat berpengaruh terhadap ketertiban umum di masyarakat tersebut, karena ada sebagian masyarakat yang menganggap jika kampungnya dikotori dengan orang yang dianggap telah berzina akan mengalami kesialan, maka terkadang wanita yang hamil tersebut dicibir da nada yang sampai diusir dari kampungnya.

Berdasarkan analisis tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa Rahim dari aspek hukum perjanjian tidak sah karena melanggar sebab yang hala yaitu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan ketertiban umum, perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal menpunyai akibat batal demi hkum dan dianggap tidak pernah ada perjanjian. Sehingga suami istri yang menyewa Rahim tidak bisa menuntut pemenuhan prestasinya, jika si wanita tersebut menolak untuk menyerahkan anak yang dilahirkan dari hasil perjanjian sewa Rahim.
B. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perjanjian Sewa Rahim. 
Wanita yang melahirkan anak dari hasil perjanjian sewa Rahim jika menolak memberikan anak yang dilahirkan, maka anak tersebut menjadi anak yang melahirkannya. Mengenai status anak tersebut ada dua kemungkinan yaitu anak sah atau anak luar kawin menurut Undang-undang no.1 tahun 1974, yang diperbaharui menjadi Undang-undang no.16 tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan).
1. Anak sah:
1) Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perwinan yang sah.” 
2) Pasal 250 KUH Perdata: “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan
2. Anak luar kawin :
Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-undang perkawinan tersebut di atas maka jika wanita yang melahirkan anak hasil perjaian sewa Rahim tersebut masih dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki sebagai suaminya maka anak tersebut statusnya sebagai anak yang sah, anak yang sah mendapatkan perlindungan hukum baik preventif mau represif, perlindungan hukum yang preventif adalah ketentuan-ketentuan hukum mengenai hak seorang anak yang sah dalam perkawinan, dan hak-hak seorang anak yang di atur dalam Undang-Undang perlindungan anak.


Hak-hak anak sah dalam perkawinan adalah hak pemeliharaan, pendidikan dan hak waris dari kedua orang tuanya (suami istri yaitu wanita yang melahirkan) diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Hak tersebut melekat pada anaknya sampai anak tersebut menikah, dapat berdiri sendiri, dan apabila terjadi perceraian orang tuanya tidak mengakibatkan kewajiban terhadap anak terputus.

Hak-hak anak disamping ada dalam Undang-undang perkawinan, hak-hak anak di atur juga  dalam Undang-Undang Nomor 35/tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan anak) meliputi :

1) Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup,tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
2) Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegarannya. 3) Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingakat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. 
4) Pasal 7 ayat (1) : Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 
5) Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mentalSpiritual dan social. 
6) Pasal 9 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan sesuai tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat, Selain hak anak sebagaimana pada pasal 1 khusus bagi anak.
7) Pasal 10 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan. 
8) Pasal 11 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan. 
9) Pasal 12 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan. 
10) Pasal 13 ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapun yang berTanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari Perlakuan Diskriminasi Beksploitasi baik ekonomi maupun Seksual Penelantaran Kejaman kekerasan dan penganiayaan Ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. 

Anak yang dilahirkan dari perjanjian sewa Rahim meskipun lahir dari wanita yang bersuami akan tetapi jika suaminya menyangkal dan bisa membuktikan di pengadilan kalo anak tersebut bukan anak kandung suami maka statusnya menjadi anak luar kawin. Diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang undang perkawinan, yaitu “seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.” 
Status anak luar kawin dari anak yang dilahikan dari perjanjian sewa Rahim juga akan dialami oleh anak yang dilahirkan oleh wanita yang masih single baik sebagai gadis maupun janda. Adapun menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

Perlindungan hukum anak luar kawin secara preventif adalah pengaturan hak-hak anak luar kawin, hak tersebut didapatkan hak sebagai anak hanya dari wanita yang melahirkan yaitu hak atas pemeliharaan, pendidikan dan hak waris dari ibunya yang melahirkan, disamping itu anak tersebut juga mendapatkan hak-hak sebagai anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan anak sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Di atas telah disebutkan pelindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perjanjian sewa Rahim secara preventive, sedangkan perlindungan hukum secara represif juga diberikan kepada anak tersebut yaitu melalui  upaya-upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak anak tersebut melului sarana penyelesaian sengketa baik melali jalur litigasi maupun non litigasi.
V. Kesimpulan
Berdasar pembahasan dalam artikel ini maka penulis menyimpulkan antara lain

1) pelaksanaan perjanjian sewa Rahim di Indonesia adalah suatu perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka berakibat hukum perjanjian itu batal demi hukum (dianggap tidak pernah ada perjanjian), karena melanggar sebab yang halal; 
2) anak yang dilahirkan memiliki dua kemungkinan sebagai anak sah jika dilahirkan oleh wanita yang bersuami dan tidak disangkal oleh suaminya atau sebagai anak luar kawin jika yang mengandung adalah wanita lajang/ wanita bersuami tetapi anaknya di sangkal oleh suaminya. Baik sebagai anak sah atau anak luar kawin , anak tetap mendapatkan perlindungan hukum, yakni memiliki hak-hak sebagai anak sebagaimana di atur dalam UU perkawinan dan undang-undang perlindungan anak 
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